








B. KOMPONEN PENGELOLAAN LAYANAN
7. Dasar Hukum

* Undang=Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
* Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
8. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
* Ruang Pelayanan / Meja Informasi.
* Komputer, printer, dan akses internet stabil.
* Ruang tunggu nyaman, nomor antrean, dan papan pengumuman.
9. Kompetensi Pelaksana
* Menguasai sistem administrasi sekolah (Dapodik).
* Memiliki kemampuan komunikasi publik yang ramah, solutif, dan komunikatif.
* Memahami regulasi pendidikan dan perlindungan anak.
10. Pengawasan Internal
» Pengawasan melekat oleh Kepala Sekolah secara berkala.
* Evaluasi mingguan oleh Koordinator Tim Pelayanan Publik.
11. Jumlah Pelaksana
* 1 Orang Penanggung Jawab (Kepala Sekolah).
¢ | Orang Ketua Tim/Koordinator.
* 3 Orang Petugas Pelaksana (Masing=masing memegang fungsi Humas/Pengaduan,
TU/Administrasi, dan Kurikulum/Kesiswaan).
12. Jaminan Pelayanan
e Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, transparan, dan tidak diskriminatif sesuai dengan
maklumat pelayanan sekolah.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
¢ Kerahasiaan identitas pelapor pengaduan dijamin penuh.
* Lingkungan sckolah dilengkapi CCTV, pos satpam, dan jalur evakuasi bencana.
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sekolah setiap akhir semester melalui

kuesioner digital/fisik.
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